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ABSTRAKSI

Nama : Rosita Ayu Dyah Setiyani
NIM :201810110311239
Judul . Sinkronisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 Terhadap Hukum
Positif Dalam Hal Transaksi Nontunai Di Jalan Tol
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum
Fitria Esfandiari, S.H., M.H

Sinkronisasi merupakan indikator yang sangat penting dalam menciptakan
kepastian dan stabilitas hukum di suatu negara dengan cara menyelaraskan
peraturan-peraturan yang ada agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dalam
konteks hukum, sinkronisasi mengacu pada proses penyelarasan dan
pengintegrasian peraturan-peraturan hukum yang berbeda yang mungkin memiliki
perbedaan atau bahkan bertentangan satu sama lain. Penelitian ini_ menganalisis
Sinkronisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
16 Tahun 2017 Terhadap Hukum Positif Dalam Hal Transaksi Nontunai Di Jalan
Tol. Dengan rumusan masalah bagaimana sinkronisasi Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal transaksi nontunai di jalan tol dan
apa implikasi hukum yang timbul dari ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap hak dan kewajiban
konsumen serta operator jalan tol dalam pelaksanaan transaksi non-tunai di jalan to
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
dengan menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi literature.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Ketidaksinkronan tersebut ditemukan dalam penerapan transaksi nontunai di jalan
tol. Akibat dari ketidaksinkronan tersebut adalah terjadinya pertentangan antara
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, yang menyebabkan beberapa implikasi terhadap
pengguna jalan tol. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu untuk
memastikan bahwa seluruh peraturan dapat beroperasi secara harmonis tanpa
menimbulkan konflik hukum yang dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan dan
kepentingan public.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat, Transaksi Tol Nontunai, Implikasi.
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ABSTRACTION

Name : Rosita Ayu Dyah Setiyani
NIM :201810110311239
Tittle : The Synchronization of the Minister of Public Works and

Public Housing Regulation Number 16 of 2017 with Positive
Law Regarding Non-Cash Transactions on Toll Roads
Adviser : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum
Fitria Esfandiari, S.H., M.H

Synchronization is a very important indicator in creating legal certainty and
stability in a country by aligning existing regulations to work effectively and
efficiently. In the legal context, synchronization refers to the process of aligning
and integrating different legal regulations that may have discrepancies or even
conflicts with one another. This research analyzes the Synchronization of the
Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 16 of 2017 with
Positive Law Regarding Non-Cash Transactions on Toll Roads. The research
problem formulation focuses on two key issues: (1) how the Minister of Public
Works and Public Housing Regulation Number 16 of 2017 aligns with Law Number
7 of 2011 on Currency and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in the
context of non-cash transactions on toll roads; and (2) what legal implications arise
from the lack of synchronization between the Minister of Public Works and Public
Housing Regulation Number 16 of 2017 and Law Number 7 of 2011 on Currency
and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection concerning the rights and
obligations of consumers-and toll road operators in implementing non-cash
transactions on toll roads. This study employs a normative juridical research
method by collecting legal materials through literature study. The results show that
there is a lack of synchronization between the Minister of Public Works and Public
Housing Regulation Number 16 of 2017 and Law Number 7 of 2011, as well as Law
Number 8 of 1999. These discrepancies are evident in the implementation of non-
cash transactions on toll roads. The consequences of this lack of synchronization
include conflicts between lower-level regulations and higher-level regulations,
which result in various legal implications for toll road users. Synchronizing these
regulations is necessary to ensure that all regulations operate harmoniously
without causing legal conflicts that could disrupt the implementation of policies and
public interests.

Keywords: Synchronization, Minister of Public Works and Public Housing
Regulation, Non-Cash Toll Transactions, Implications.
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